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KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.
Perikanan Tangkap. Usaha. Perubahan.

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26/PERMEN-KP/2013
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR PER.30/MEN/2012 TENTANG USAHA PERIKANAN TANGKAP DI
WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a. bahwa dalam rangka pengelolaan sumber daya

perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara
Republik Indonesia (WPP-NRI) yang merupakan bagian
dari kekayaan bangsa Indonesia yang sudah semakin
terbatas potensinya, perlu dilakukan perubahan
terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan
Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara
Republik Indonesia;

bahwa untuk itu perlu menetapkan Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap
di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik
Indonesia;
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Mengingat

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona
Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang
Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa
tentang Hukum Laut Tahun 1982 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang
Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun
2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5073);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4849);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang
Pengesahan Agreement for the Implementation of the
Provisions of the United Nations Convention on the Law
of the Sea of 10 December 1982 Relating to the
Conservation and Management of Straddling Fish
Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (Persetujuan
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Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Konvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut
tanggal 10 Desember 1982 yang Berkaitan dengan
Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang
Beruaya Terbatas dan Sediaan lkan yang Beruaya
Jauh) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5024);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang
Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang
Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4241), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4623);

.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2007 tentang

Pengesahan Agreement for The Establishment of The
Indian Ocean Tuna Commission (Persetujuan tentang
Pembentukan Komisi Tuna Samudera Hindia);

.Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2007 tentang

Pengesahan Convention for The Conservation of
Southern Bluefin Tuna (Konvensi tentang Konservasi
Tuna Sirip Biru Selatan);

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon |
Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 38 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 90);
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Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang
Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha
yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang
Penanaman Modal;

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 20009,
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Presiden Nomor 60/P Tahun 2013;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.O1/MEN/2009 tentang Wilayah Pengelolaan
Perikanan Republik Indonesia,;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.18/MEN/2010 tentang Log Book Penangkapan
Ikan;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan lkan
dan Penempatan Alat Penangkapan lkan dan Alat
Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan
Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-
KP/2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 901);

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.0O8/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan
Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 440);

.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

PER.12/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap
di Laut Lepas (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 668);

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap
di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik
Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 81);

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
23/PERMEN-KP/2013 tentang Pendaftaran dan
Penandaan Kapal Perikanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1072);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.
30/MEN/2012 TENTANG USAHA PERIKANAN TANGKAP
DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor PER. 30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah
Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 81) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4

Usaha perikanan tangkap dengan menggunakan kapal penangkap ikan
dan/atau kapal pengangkut ikan dengan jumlah kumulatif 300 (tiga
ratus) GT keatas hanya dapat dilakukan oleh perusahaan perikanan
berbadan hukum.

2. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal
10A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

Insentif berupa tambahan alokasi jumlah kapal perikanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a diberikan dengan skala
prioritas:

a. perusahaan perikanan yang telah memiliki dan mengoperasikan UPI;
b. perusahaan perikanan yang sedang membangun UPI;

c. perusahaan perikanan yang bermitra dengan UPI yang memiliki SKP.

3. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf f dan g angka 1) diubah, sehingga
Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Setiap orang untuk memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (2) harus mengajukan permohonan kepada Direktur
Jenderal, dengan melampirkan persyaratan:

a. rencana usaha meliputi rencana investasi, rencana kapal, dan
rencana operasional,

b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik kapal atau
perusahaan, dengan menunjukkan aslinya;

c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kapal atau
penanggung jawab perusahaan, dengan menunjukkan aslinya;
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